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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.    Latar Belakang  

Dalam dunia bisnis, berbagai bentuk usaha dapat dijalankan melalui bermacam 

jenis perusahaan, salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

UMKM mencerminkan bentuk kegiatan ekonomi yang menjangkau beragam bidang 

industri dan jasa dengan kehadiran yang signifikan di berbagai lapisan sektor, mulai 

dari perdagangan, manufaktur, hingga jasa. Bentuk usaha ini tidak hanya menjadi 

motor penggerak ekonomi di tingkat lokal, melainkan turut berkontribusi secara 

substansial dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, terutama di wilayah yang tengah 

mengalami pembangunan seperti Indonesia.1 

UMKM adalah usaha yang memiliki skala ekonomi mikro hingga menengah, 

yang dicirikan oleh jumlah sumber daya manusia yang minim, kapasitas permodalan 

yang relatif rendah, dan lingkup operasional yang umumnya bersifat lokal. Merujuk ke 

aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, kategori 

ditentukan dari nilai aset dan tingkat pendapatan. Usaha mikro mempunyai batas aset 

hingga Rp50 juta, usaha kecil maksimal Rp500 juta, sedangkan usaha menengah 

 
1  Dandan Irawan, “Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK) 

Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal,” Coopetition : Jurnal Ilmiah 
Manajemen 9, no. 1 (2019). Hlm 53-56 
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mencapai hingga Rp10 miliar. Menurut laporan resmi Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Indonesia, sektor UMKM memberikan 60% total Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional serta 97% tenaga kerja terserap pada bidang ini, 

sehingga menjadikannya sebagai bentuk usaha yang dominan dan sangat diminati. 

Popularitas UMKM sebagai pilihan usaha tidak terlepas dari beberapa alasan, 

di antaranya adalah aksesibilitas modal yang lebih mudah, fleksibilitas operasional, 

serta kebutuhan kebutuhan modal awal yang relatif rendah. Dukungan pemerintah 

dalam bentuk kebijakan, insentif pajak, hingga akses permodalan melalui lembaga 

keuangan membuat UMKM semakin menarik bagi masyarakat yang ingin memulai 

usaha, khususnya generasi milenial.2 Sektor UMKM juga diidentifikasi sebagai sektor 

yang berbasis pada intensitas tenaga kerja dan mampu menyerap jumlah pekerja dalam 

skala besar mencakup berbagai kelompok masyarakat secara luas, khususnya generasi 

milenial. Kaum milenial yang mendominasi sektor ini cenderung membawa berbagai 

inovasi yang segar dan kreatif, baik dalam hal produk maupun strategi pemasaran. 

Pelaku UMKM dari kalangan milenial memanfaatkan teknologi digital untuk 

memperbesar cakupan pasar serta menaikkan kemudahan dalam pengelolaan kegiatan 

usaha. Meskipun inovasi ini mendorong pertumbuhan, tidak jarang pelaku UMKM 

 
  2 Ibid, Hlm 53-56 
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melakukan praktik-praktik curang yang bertujuan memperkuat posisi mereka di pasar 

dan menjatuhkan pesaing.3 

Praktik-praktik curang dalam sektor UMKM sering kali mencakup penggunaan 

strategi bisnis yang tidak etis, termasuk manipulasi harga, penipuan informasi, atau 

perjanjian rahasia yang merugikan pihak lain. Misalnya, ada beberapa kasus di mana 

UMKM menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk memperoleh keuntungan 

sementara, namun kemudian melakukan tindakan yang merugikan mitra usaha tersebut. 

Hal ini tidak hanya merusak citra UMKM sebagai pelaku usaha yang sehat, tetapi juga 

menciptakan iklim persaingan yang tidak adil. Dalam konteks hukum, perilaku ini 

melanggar Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang pelaku usaha 

melakukan praktik kompetisi yang tidak sehat, untuk mempertahankan lingkungan 

bisnis yang berkeadilan dan berorientasi pada keberlanjutan.4 Berikut beberapa contoh 

kasus kemitraan UMKM yang pernah dihadapi oleh KPPU : 

 

 

 

 

 
 3 Amin Dwi Nanda, Dwi Susilowati ''Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang" Jurnal Ilmu Ekonomi, Vol X (2017), Hlm 129-142 

 4  Rizky Ariesty Fachrysa Halik, Amzul Rifin, and Siti Jahroh, “Pengaruh Kemtraan Terhadap 
Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia,” Jurnal Agribisnis Indonesia 8, no. 2 (2020).Hlm 
164–174 
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Tabel 1 

Kasus Kemitraan UMKM yang Pernah dihadapi oleh KPPU 

NO NO PUTUSAN KPPU RANGKUMAN  
KASUS 

UPAYA HUKUM 

1 12/KPPU-1/2019 Perusahaan ritel modern 
memberlakukan klausul 
diskriminatif dalam 
kontrak kemitraan 
dengan UMKM. 

Pemberian insentif 
hanya kepada mitra 
tertentu 

2 03/KPPU-M/2020 Sebuah perusahaan 
distributor membatasi 
akses pasar UMKM 
dengan memonopoli 
saluran distribusi utama 
diwilayah tertentu 

KPPU menjatuhkan 
denda Rp.3 Miliar dan 
memerintahkan 
perusahaan untuk 
membuka akses pasar 
bagi UMKM. 
Tergugat menerima 
putusan tanpa banding 

3 09/KPPU-K/2021 Perusahaan besar 
menggunakan informasi 
rahasia dari UMKM 
mitra untuk 
mengembangkan 
produk serupa tanpa izin  

KPPU 
memerintahkan 
perusahaan untuk 
menghentikan praktik 
tersebut dan 
memberikan 
kompensansi kepada 
UMKM. Perusahaan 
mengajukan 
peninjauan kembali. 

4 08/KPPU-M/2022 Perusahaan besar 
meemanfaatkan data 
penjualan UMKM mitra 
untuk 
mendiskriminasikan 
harga produk serupa 
yang mereka produksi 
sendiri. 

KPPU 
memerintahkan 
perusahaan untuk 
menghapus praktrik 
diskriminasi dan 
memberikan ganti 
rugi kepada UMKM. 
Tergugat mengajukan 
peninjauan Kembali 
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5 15/KPPU-L/2022 Sebuah perusahaan 
teknologi 
memanfaatkan posisi 
dominannya untuk 
memaksa UMKM mitra 
menggunakan platform 
mereka secara eksklusif. 

KPPU menjatuhkan 
denda Rp.10 Miliar 
dan memerintahkan 
perusahan untuk 
menghapus klausul 
eksklusivitas. 
Tergugat mengajukan 
banding. 

Sumber : https://kppu.go.id 

Salah satu contoh kasus kecurangan dalam UMKM adalah manipulasi kontrak 

kemitraan, di mana salah satu pihak berupaya mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar dengan mengorbankan mitra. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM 

memalsukan dokumen perjanjian untuk mendapatkan keuntungan lebih, yang secara 

nyata melanggar asas-asas kemitraan yang adil dan seimbang, serta melanggar Pasal 

17 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, menegaskan bahwa ikatan mitra UMKM pada 

bisnis besar harus berdasarkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling 

menguntungkan. 

Permasalahan kemitraan ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial 

bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga merusak stabilitas dan reputasi sektor UMKM 

secara keseluruhan. Ketidakjujuran dan perilaku curang yang dilakukan oleh beberapa 

UMKM telah menjadi isu hukum yang mendesak untuk diselesaikan. Untuk itu 

diperlukan intervensi hukum tegas demi menjaga persaingan sehat dan menjamin 

stabilitas ekonomi. Landasan hukum yang relevan tercantum dalam Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 menekankan pentingnya pengaturan hubungan 
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kemitraan yang sehat dan adil antara UMKM dan usaha besar untuk menjaga keadilan 

dalam berbisnis. 

Persaingan tidak sehat yang muncul di sektor UMKM sering kali disebabkan 

oleh ketidakseimbangan informasi antara mitra, penyalahgunaan kekuasaan sepihak 

dan adanya tekanan pasar secara tidak adil. Kondisi semacam ini berpotensi 

menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan hukum kompetisi usaha, khususnya 

terkait hubungan dengan jenis perjanjian yang tidak diperbolehkan sebagaimana 

tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti perjanjian harga, 

pembagian wilayah, atau monopoli pasar tertentu, yang diatur dalam Pasal 4 hingga 

Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999.5 

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, regulasi persaingan usaha di 

Indonesia dilimpahkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk 

menjalani fungsi pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang 

terjadi dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada pasal 36 UU 

No. 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai peran penting untuk mencegah dan mengatasi 

perilaku bisnis yang merugikan di sektor ini, termasuk dalam hal pengawasan 

kemitraan antara UMKM dengan perusahaan lain atau dengan sesama pelaku UMKM. 

KPPU telah menangani berbagai permasalahan kemitraan dalam sektor UMKM, 

termasuk penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku usaha yang lebih besar, diskriminasi 

 
5   Novyan Putra, Rizky, “URGENSI KEBERADAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN ANTI 

MONOPOLI DI INDONESIA Oleh: Rizky Novyan Putra,” Business Law Review 1 (2020). Hlm 38–46. 
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harga, dan monopoli akses pasar. Salah satu perkara yang telah ditangani KPPU yakni 

penyalahgunaan kontrak oleh pelaku UMKM terhadap mitra mereka, yang berujung 

pada kerugian besar bagi pihak yang dirugikan dan merusak kepercayaan dalam bisnis. 

Dasar hukum terkait penindakan KPPU tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan KPPU berwenang dalam melakukan 

pengawasan pelaksanaan perjanjian kemitraan dan menindak segala bentuk 

pelanggaran dalam persaingan usaha.6 

Persoalan-persoalan kemitraan dalam sektor UMKM yang pernah dihadapi 

oleh KPPU menegaskan urgensi isu hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini penting 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran dalam kemitraan UMKM 

dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung persaingan usaha 

yang sehat. Penelitian ini ditujukan untuk menggali secara mendalam peranan hukum 

dalam memberikan kerangka regulatif yang jelas dan adil bagi praktik kemitraan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, demi menciptakan stabilitas dan keadilan di pasar. Dasar 

hukum yang mendukung penelitian yaitu mencakup UU No. 5 Tahun 1999, UU No. 20 

Tahun 2008, serta peraturan pelaksana yang relevan.7  

 
6  Sudirwo, “Implementasi Program Kemitraan Bumn Terhadap Pemberdayaan Umkm Di Kota 

Banjarbaru,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis (S4) 6, no. 1 (2020).Hlm  60–73. 

7  Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji Ahmad, and Anas Lutfi, “Pengawasan KPPU Pada Pelaku 
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Era Digital,” Binamulia 
Hukum 13, no. 1 (2024).Hlm 37 
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  Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah 

penelitian yang berjudul: "Penegakan Hukum Dalam Proses Kemitraan Umkm 

Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

B.    Rumusan Masalah  

Mengacu pada konteks yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam kajian ini dapat disusun sebagai berikut 

1. Apakah yang menjadi indikator kemitraan UMKM terkategori melakukan 

pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat ? 

2. Bagaimana akibat hukum jika kemitraan UMKM terkategori menciptakan 

persaingan usaha tidak sehat ? 

3. Bagaimana upaya KPPU dalam memastikan kemitraan UMKM dilakukan 

dalam koridor persaingan usaha sehat ? 

C.     Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang perlu diwujudkan melalui penelitian ini dapat dirinci berikut ini: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis indikator kemitraan UMKM terkategori 

melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum jika kemitraan UMKM 

terkategori menciptakan persaingan usaha tidak sehat. 

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya KPPU dalam memastikan 

kemitraan UMKM dilakukan dalam koridor persaingan usaha sehat. 
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D.     Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai kontribusi yang secara 

spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi 

akademik yang memperkaya pemahaman dan memperluas cakupan studi 

hukum, khususnya pada aspek hukum persaingan usaha, dan mengenai 

Penegakan hukum dalam proses kemitraan UMKM. 

2. Manfaat praktis 

a. Data dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau landasan 

pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan 

atau merevisi kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap 

kemitraan UMKM. 

b. Harapannya penelitian ini bisa menghasilkan informasi data yang 

bermanfaat bagi masyarakat umum terkait mekanisme pengawasan 

kemitraan antara pelaku UMKM dan usaha besar yang dilaksanakan oleh 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), khususnya dalam rangka 

mencegah penerapan monopoli dan kompetisi bisnis tidak sehat sehingga 

masyarakat luas dapat memahami. 
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E.    Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian berfungsi sebagai kerangka konseptual yang 

menetapkan batasan kajian, memperjelas fokus permasalahan, serta membatasi area 

analisis agar penelitian berjalan secara terarah. Dalam penelitian ini, fokus utama 

diarahkan pada aspek penegakan hukum dalam hubungan kemitraan antara pelaku 

UMKM dan perusahaan besar, serta pada peran pengawasan yang dijalankan oleh 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap aktivitas usaha UMKM. 

Tinjauan pustaka disajikan sebagai langkah untuk memperoleh perbandingan, 

menggali gagasan baru, dan memperkuat orisinalitas serta posisi penelitian yang 

sedang dilakukan. Pada bagian ini, peneliti menyusun ringkasan dari berbagai hasil 

penelitian terdahulu yang relevan, baik yang telah dipublikasikan maupun belum, guna 

membentuk pijakan teoritis yang kuat dan mendukung kedalaman analisis, 

sebagaimana dijabarkan berikut ini: 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanif Lutfiari Prasetyo, Suparji 

Ahmad dan Anas Lutfi (2024) dalam penelitiannya yang berjudul pengawasan 

KPPU pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha 

tidak sehat di era digital. Metode penelitian ini  adalah yuridis normatif, melalui 

pendekatan  perundang-undangan.  

Beberapa aspek yang serupa antara studi sebelumnya dan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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a. Membahas mengenai pengawasan persaingan usaha terhadap UMKM.  

b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kesamaan, yakni 

sama-sama menerapkan metode penelitian normatif. 

Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak 

pada: 

a. Fokus utama dalam studi sebelumnya berkisar pada peran Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam praktik persaingan usaha tidak 

sehat, khususnya dalam konteks perkembangan ekonomi digital, 

sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah mekanisme 

pengawasan kemitraan UMKM yang dilakukan oleh KPPU serta 

membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan KPPU dalam 

melakukan pengawasan kemitraan UMKM untuk menjaga persaingan 

Usaha Sehat. 

b. Objek dalam penelitian terdahulu adalah bagaimana UMKM dipengaruhi 

oleh implementasi kompetisi usaha tidak sehat di era digital dan 

identifikasi tantangan serta implikasi dari persaingan usaha tidak sehat 

dalam bidang perdagangan elektronik, sedangkan objek penelitian ini 

fokus pada peran KPPU dalam mengawasi praktek usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) untuk menjaga kompetisi bisnis Sehat. 
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2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Recca Ayu Hapsari, Indah Satria dan 

Yulia Hesti (2022) dalam penelitiannya yang berjudul Perspektif hukum dalam 

kebijakan relaksasi pengenaan hukum persaingan usaha dan pengawasan 

kemitraan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Baik penelitian ini maupun studi-studi sebelumnya memiliki kesamaan dalam 

fokus kajian, yakni sama-sama menyoroti aspek pengawasan terhadap 

pelaksanaan kemitraan antara pelaku UMKM oleh KPPU untuk menjaga 

persaingan Usaha Sehat. 

Perbedaan antara penelitian ini dan studi-studi sebelumnya terletak pada : 

a. Fokus penelitian sebelumnya adalah membahas relaksasi hukum 

persaingan usaha fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan ini 

mempengaruhi keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Sementara itu, 

penelitian ini secara khusus mengkaji mekanisme pengawasan yang 

diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap 

pelaksanaan kemitraan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) serta upaya hukum yang dilakukan KPPU dalam melakukan 

pengawasan kemitraan UMKM untuk menjaga persaingan Usaha Sehat. 

b. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif, sementara 

penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif sebagai dasar 

analisisnya. 
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3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh S.H.S Ulil Albab, Erdha Qidayanto, 

Kevin B Sibarani (2023) dalam penelitiannya yang berjudul pengawasan 

pelaksanaan kemitraan UMKM dan usaha besar : perbandingan pengaturan di 

Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif 

dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta dilengkapi dengan studi komparatif 

yang bersumber dari literatur hukum sebagai data utama. 

Baik penelitian ini maupun studi-studi sebelumnya sama-sama menerapkan 

pendekatan yuridis normatif. 

Perbedaan antara penelitian ini dan studi-studi sebelumnya terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu berfokus untuk membandingkan pengaturan hukum 

yang ada di kedua negara dalam konteks kemitraan UMKM dan Usaha 

besar sedangkan penelitian ini berfokus pada mekanisme pengawasan 

kemitraan UMKM di Indonesia.  

b. Penelitian terdahulu menganalisis aspek kelemahan dan kelebihan dari 

masing-masing sistem hukum serta pengaruhnya pada pengembangan 

UMKM. Pendekatan komparatif dengan analisis normatif untuk menggali 

perbedaan dan persamaan dalam regulasi yang mengatur kemitraan antara 

UMKM dan usaha besar di kedua negara digunakan pada penelitian ini. 

Sedangkan penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang 
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dilakukan KPPU dalam melakukan pengawasan kemitraan UMKM untuk 

menjaga kompetisi usaha sehat. 

F.     Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini merupakan penelitian 

hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma 

hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang peran serta kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

dalam menangani sengketa hukum yang timbul dalam hubungan kemitraan 

UMKM.8 

2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung 

dengan topik penelitian, di mana hasil analisis tersebut digunakan 

sebagai dasar argumentatif dalam merumuskan solusi atas isu hukum 

yang dikaji.9 

 
8 Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum." (Jakarta:Rajagrafindo, 2004), hlm. 166 

9 Ibid, hlm.166 
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b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Aporoach) 

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum dilakukan dengan 

mengkaji berbagai doktrin serta pemikiran yang berkembang dalam 

disiplin ilmu hukum, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk 

membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti memperoleh 

pemahaman terhadap konsep, asas, dan pengertian hukum yang relevan 

sebagai pijakan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. 

3. Bahan Penelitian  

Bahan hukum berfungsi sebagai dasar analisis untuk merumuskan solusi 

terhadap isu hukum yang dikaji, sekaligus memberikan perspektif normatif 

mengenai apa yang seharusnya berlaku menurut ketentuan hukum positif. Oleh 

karena itu, Studi ini mendasarkan analisis hukumnya pada pemanfaatan 

sumber-sumber hukum utama dan pendukung, yaitu bahan hukum primer dan 

sekunder.10 

a.   Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, 

yakni bersifat mengikat karena berasal dari ketentuan hukum yang sah. 

 
10 Peter Mahmud Marzuki, 2011, "Penelitian Hukum." Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 

141. 
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Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer 

yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara 

langsung dengan fokus penelitian, terutama yang mengatur tentang peran 

dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam 

melakukan pengawasan terhadap mitra UMKM, yakni: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3817.  

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil Dan 

Menengah.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4866 

4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 

Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat 

5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Sanksi Denda 

Pelanggaran Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
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b.   Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah sumber yang berisi pendapat para ahli hukum, 

doktrin, serta interpretasi pada ketentuan hukum positif, yang digunakan 

untuk memperjelas dan memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum 

primer, khususnya pada peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

dalam pengawasan kemitraan UMKM, pandangan para ahli tulisan, jurnal 

ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian, serta sumber-sumber relevan 

lainnya seperti artikel dari internet dan majalah ilmiah. 

c.   Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, atau dikenal juga sebagai bahan hukum penunjang, 

merupakan sumber yang dimanfaatkan untuk memberikan klarifikasi 

tambahan maupun memperdalam pemahaman terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup referensi seperti Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta kamus bahasa asing 

yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan 

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi 

kepustakaan (library research), yakni suatu teknik pengumpulan data yang 

dilaksanakan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, literatur 

ilmiah, catatan, serta dokumen atau laporan yang memiliki relevansi dengan 
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permasalahan yang menjadi fokus kajian. Dalam studi ini, peneliti 

menggunakan materi hukum yang relevan sebagai dasar pembahasan. 

Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dan 

dipelajari secara mendalam untuk menemukan aspek-aspek yang berkaitan 

dengan rumusan masalah dalam penelitian.11 

 Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yakni melalui 

identifikasi dan penelusuran peraturan perundang-undangan. Beberapa 

peraturan yang menjadi rujukan utama antara lain Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. Selain itu, peraturan perundang-undangan lain yang 

berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran kemitraan UMKM. Pengelolahan 

bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasikan kasus-kasus kemitraan  

UMKM yang pernah dihadapi oleh KPPU untuk mengidentifikasi Indikator 

kemitraan UMKM terkategori melakukan pelanggaran terhadap persaingan 

usaha sehat.  

 
11 Ibid, hlm.35 
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5. Teknik Analisis Bahan 

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan kualitatif melalui metode preskriptif. Penelitian ini bersifat yuridis  

normatif, yakni jenis penelitian hukum yang berlandaskan pada norma-

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan 

lembaga peradilan, serta prinsip-prinsip hukum yang tumbuh dan berkembang 

dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk 

menggambarkan dan menganalisis substansi hukum secara mendalam, 

sedangkan metode preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum 

atas rumusan permasalahan serta menawarkan solusi atau rekomendasi 

berdasarkan hasil analisis. 

Data yang ada dianalisis dengan menggunakan preskriptif kualitatif, 

Pendekatan preskriptif dalam metode ini juga bertujuan untuk memberikan 

rekomendasi konkret berdasarkan temuan penelitian, sehingga hasil analisis 

tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga solutif dalam mengatasi masalah 

kemitraan yang ada. 

Dalam konteks kasus-kasus yang dihadapi oleh KPPU, penggunaan 

metode kualitatif preskriptif memungkinkan peneliti untuk membangun narasi 

yang komprehensif tentang bagaimana isu-isu kemitraan berkembang dan 

diselesaikan. Misalnya, melalui analisis dokumen resmi KPPU, seperti laporan 
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investigasi atau putusan persidangan, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-

faktor yang menyebabkan ketidakadilan dalam kemitraan UMKM. Hasil 

analisis kemudian dapat diformulasikan menjadi langkah-langkah strategis, 

seperti penyempurnaan regulasi atau penguatan mekanisme pengawasan 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan pada penelitian ini diperoleh melalui metode penalaran 

deduktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari premis-premis umum yang 

bersifat teoritis atau normatif, kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang 

spesifik dan relevan dengan isu yang dikaji.12 Pendekatan deduktif ini diawali 

dengan merujuk pada teori, asas, serta kerangka hukum yang berkaitan dengan 

prinsip persaingan usaha yang sehat. Penarikan kesimpulan didasarkan pada 

ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta 

regulasi turunan lainnya, dapat disusun premis umum bahwa setiap pelaku 

usaha wajib menjalankan kemitraan berbasis prinsip keadilan, transparansi, dan 

saling menguntungkan. Premis ini kemudian diperkuat dengan indikator-

indikator pelanggaran persaingan usaha sehat, seperti dominasi pelaku usaha 

besar, praktik diskriminasi harga, atau penggunaan posisi monopoli untuk 

menekan mitra UMKM. Dengan menggunakan pendekatan deduktif, peneliti 

 
12 Soerjono Soekanto, 2006, "Pengantar Penelitian Hukum." UI-Press, Jakarta, hlm. 67. 
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dapat menguji fenomena konkret yang terjadi dalam kasus-kasus kemitraan 

UMKM yang ditangani KPPU, dan mengidentifikasi perbuatan pelaku bisnis 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum persaingan usaha yang 

sehat. 

Kesimpulan akhir dari analisis deduktif ini adalah konfirmasi bahwa 

pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha sehat dalam kemitraan UMKM 

memiliki implikasi hukum yang signifikan. Akibat hukum yang timbul 

mencakup sanksi administratif, denda, hingga pada tingkat dijatuhkannya 

hukuman administratif berupa izin bisnis yang dicabut akibat adanya pelanggar 

pelaku bisnis. 
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